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ABSTRAK 

 

 

Nurcahaya Simanullang (2023): Peranan Kepala Desa dalam 

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Menurut  UU No 6 Tahun 2014 Pasal 26 

Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah 

Studi di Desa Ujung Batu Kecamatan 

Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. 

 

Tugas seorang kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa harus dapat 

menjalankan tugas pokoknya sebagai pemimpin dan mengkoordinasikan 

pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemipinan kepala 

Desa juga merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap 

keberhasilan pembangunan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa 

Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, faktor pendukung dan 

penghambat dan Bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap pembangunan dan 

tugas kepala desa.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Sumber data penelitian ini 

yaitu sumber data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan 

Sarana Dan Prasarana Menurut UU No 6 Tahun 2014  Dalam Persfektif Siyasah 

Dusturiyyah (Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli 

Tengah). Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya: pelaksanaan 

pembangunan di desa belum terlaksana dengan semestinya landasan kepala desa 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala pemerintahan Desa 

sebagaimana dalam Pasal 26 ayat 1 Yang mana didalam pasal tersebut dijelaskan 

bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jadi tugas kepala desa di desa Ujung 

Batu belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang 

Desa . 

Saran yang Diharapkan kepada pemerintah Desa Ujung Batu agar tetap 

berperan dalam meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan karena 

kurangnya partisipasi masyarakat, maka pembangunan di desa Ujung Batu pun 

tidak dijalankan atau terhambat pembangunan nya, khususnya meningkatkan 

pembangunan infrastruktur yang semakin baik sampai akhir periode masa 

jabatannya.  

 

Kata Kunci : Peranan Kepala Desa, Pembangunan, Siyasah Dusturiyyah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 

desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 

Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung 

jawab atas pembangunan desa dan perannya sebagai ujung tombak 

pembangunan. Peran sebagai kepala desa adalah hal yang sangat penting, 

karena posisinya sebagai pemegang kekuasan tertinggi didesa, yang berhak 

dalam memutuskan keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung 

aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga saling 

membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan desa. 

Undang-undang yang mengatur tentang penyelengaraan pemerintahan 

desa yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang 

Desa tersebut merupakan suatu komitmen besar untuk mendorong perluasan 

kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu menyejahterakan 

rakyat indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa yang masih 

belum banyak melakukan pembangunan. Harapan lain dapat menjadi sebuah 

sejarah agar pedesaan indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lainnya yang 

sudah lebih dulu maju agar kepala desa dapat menjalankan tugasnya dari segi 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.  

Kedudukan desa mempunyai prinsip utama dalam negara kesatuan 

adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh 
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wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintahan pusat. 

Kedudukan sendiri dalam NKRI tidak secara eksplisit diatur dalam 

perundang-undangan, termasuk didalamnya UUD NKRI tahun 1945.  

Kinerja kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa atau pemimpin 

desa harus dapat menjalankan tugas pokok untuk memimpin dan 

mengkoordinasikan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan desa. 

Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pembangunan sarana dan prasarana 

desa tersebut.
1
 

Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai 

pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, 

prinsip pengaturan tentang kepala desa adalah 

1. Sebutan kepala desa disesuaikan dengan sebutan lokal yang disetiap desa 

mempunyai kepala desa atau pemimpin desa tersebut. 

2. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa dan sebagai 

pemimpin masyarakat.   

3. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat 

setempat, kecuali bagi desa yang dapat menggunakan mekanisme lokal 

dan dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

menetapkan kebijakan pemerintah desa.
2
 

Kemudian pembangunan desa merupakan suatu cara upaya dalam 

mengembangkan wilayah suatu pedesaan yang kemudian dapat menjadikan 

                                                             

1
Sarman, Muhammad, Taufik Makardo. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h.289 

2
Isharyanto, Dilla Eka Juli Prasetya, Hukum Pemerintahan Desa, (Perspektif, 

Konseptualisasi dan Konteks Yuridis). (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016) h.240 
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suatu desa yang mampu mengelolah sumber kekayaan desa dengan baik. 

Tidak jauh dari itu sebuah pembangunan wilayah pedesaan tersebut tidak 

terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat desa tersebut. 

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem 

penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

 Dalam hal ini, kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus 

dapat menjalankan tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan 

jalannya pemerintahan dalam melaksanakan urusan desa tersebut, seperti 

melakukan pembinaan masyarakat, pembangunan masyarakat dan membina 

perekonomian desa.  

Adapun menurut pasal 26 ayat (1) Kepala desa bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, 

pembinanan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Menurut pasal 26 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 tentang desa 

menjelaskan tentang tugas kepala desa. Dalam menjalankan tugasnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:  

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;  

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;  

3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;  

4. Menetapkan peraturan desa;  

5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;  

6. Membina kehidupan masyarakat desa;  

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;  
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8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 

kemakmuran desa;  

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;  

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna 

meningkatkan ksejahteraan masyarakat desa;  

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;  

12. Memenfaatkan teknologi tepat guna;  

13. Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipasif 

14. Mewakili desa didalam atau diluar pengadilan atau menunjukkan 

kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

15. Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
3
  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana diartikan 

sebagai “segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam 

mencapai maksud atau tujuan”. Sedangkan prasarana adalah “segala sesuatu 

yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, proyek, dan sebagainya)”. 

Sementara itu, Daryanto dalam Administrasi Pendidikan mengatakan 

prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam desa 

misalnya lokasi/tempat, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan 

                                                             

3
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Tugas Kepala Desa, Pasal 26 Ayat (2). 
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sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan. Contoh lainnya yaitu 

mobil, bus, motor, sepeda adalah sarana transportasi darat. Sedangkan jalan 

raya, rambu lalu lintas, jembatan, terminal adalah prasarana transportasi 

darat.
4
 

Berdasarkan pengamatan penulis didapatkan bahwa peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten 

Tapanuli Tengah masih perlu diperhatikan dan belum terealisasikan dengan 

baik. Misalnya dari segi pembangunan jalan, masih banyak jalan yang menjadi 

akses masyakarat sebagai penghubung antar desa ke desa lainnya masih 

mengalami kerusakan. Akibatnya banyak masyarakat masih sulit untuk 

berpergian apalagi di tambah curah hujan, maka jalanan semakin berlubang-

lubang. Kemudian mengenai pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan 

sangat sedikit bahkan tidak diperbaiki sama sekali. 
5
  

Beberapa contoh pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu seperti 

pengembangan jalan pertanian untuk mempermudah akses petani dan 

pembangunan pasar khusus untuk hasil pertanian beserta pengawasannya 

untuk pengendalian harga hasil pertanian. melihat beberapa contoh tersebut 

dapat menunjukkan bahwa dapat dimaklumi jika dalam bidang pembangunan 

infrastruktur membutuhkan biaya yang besar, namun bisa sepadan dengan 

                                                             

4
Kiki Armansya, “Sarana Dan Prasarana”, artikel dari 

https://m.merdeka.com/trending/perbedaan-sarana-dan-prasarana-begini-pengertian-dan-

contohnya-kln.html diakses pada senin 6 oktober 2022. 

5
Bapak Saiful Bahri Simatupang, Selaku Ketua Kasi Pembangunan Desa Ujung Batu, 

Wawancara, 10 Oktober 2022. 

https://m.merdeka.com/trending/perbedaan-sarana-dan-prasarana-begini-pengertian-dan-contohnya-kln.html
https://m.merdeka.com/trending/perbedaan-sarana-dan-prasarana-begini-pengertian-dan-contohnya-kln.html
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hasilnya jika terencana dengan baik sesuai dengan kebutuhan penduduk 

perdesaan.
6
 

Masyarakat Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli 

Tengah marupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai 

petani dan nelayan. Karena didukung oleh letak geografisnya yaitu daerah 

dataran rendah yang cocok untuk ditanami padi, jagung, dan tanaman-tanaman 

yang lainnya. Selain berprofesi petani ada juga masyarakat yang berprofesi 

sebagai pedagang.  

Rasulullah bersabda 

ْوَهُوَْكُلُّكُمْ  لِهِ ْعَلَىْأَه  ْراَعٍ ْوَالرَّجُلُ ئُولٌ، ْمَس  ْوَهُوَ ْراَعٍ ئُولٌ.ْفاَلإمَامُ ْمَس  راَعٍْوكَُلُّكُم 
ئُولٌْ ئُولَةٌ،ْوَال عَب دُْراَعٍْعَلَىْمَالِْسَيِّدِهِْمَس  ْراَعِيَةٌْعَلَىْبَ ي تِْزَو جِهَاْوَهِيَْمَس  وَال مَر أةَُ

ئُولٌ. ئُولٌْْوَهُوَْمَس  ْمَس  ْراَعٍْوكَُلُّكُم  فَكُلُّكُم   ،أَلاَْ
Artinya: Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa 

adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh 

keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah 

suami dan anaknya.Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai 

pertanggungtawaban atas kepemimpinan kalian”.(HR. Bukhari dan 

Muslim)
7
 

 

Didalam pembahasan siyasah terdapat didalam fiqih dusturiyyah 

terdapat kajian legislasi atau kekuasaan legislatif yang bisa disebut sultha-al 

tasri’iyyah yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan 

hukum. Salah satu kewenangan dari lembaga legislasi dalam kepemimpinan 

negara.  
                                                             

6
Bapak Miswardi Sitanggang Selaku Kasi Kesejahteraan Desa Ujung Batu, Wawancara, 

10 Oktober 2022. 

7
HR. Bukhari dan Muslim  
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Konsep fiqih siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu uli amri, 

meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri ini ada yang 

menafsirkan dengan Kepala Negara, ataupun Pemerintahan yang lebih 

mendekati kepada makna ulil amri dari fiqih dusturiyah ahlul halli wal aqdi. 

Ahlul halli wa aqdi adalah sebuah lembaga yang berwenang dalam 

memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik 

islam yang disebut sebagai khalifah. Sedangkan menurut para ulama yaitu 

tempat konsultasi atau imam didalam menentukan kebijakan, sama halnya 

pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Permasalahan dalam fiqih 

siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat.
8
 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah 

melalui penelitian selanjutnya dituangkan dalan bentuk skripsi, untuk itu maka 

penulis memilih Judul: Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana 

Dan Prasarana Menurut  UU No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dalam Perspektif 

Siyasah Dusturiyyah Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus 

Kabupaten Tapanuli Tengah. 

 

B. Batasan Istilah  

Dalam skripsi ini diperlukan adanya pembatasan masalah agar 

pembahasan tidak meluas penjabarannya dari aspek penelitian. Adapun 

pembatasan masalah yaitu Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana 

                                                             

8
Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia, 2014) h.15  
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dan Prasarana Menurut  UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dalam  Perspektif 

Siyasah Dusturiyyah di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten 

Tapanuli Tengah tahun 2019. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di 

Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah?  

2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam 

pembangunan sarana dan prasarana di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus 

Kabupaten Tapanuli Tengah? 

3. Bagaimana analisis siyasah dusturiyyah terhadap peran kepala desa dalam 

pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Ujung Batu Kecamatan 

Barus Kabupaten Tapanuli Tengah?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu 

penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sebagai konsekuensi dari 

permasalahan pokok atau rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

a. Peran kepala desa dalam pembangunan sarana dan Prasarana Di Desa 

Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pembangunan 

sarana dan prasarana di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten 

Tapanuli Tengah 

c. Untuk mengetahui analisis siyasah dusturiyah terhadap pembangunan desa 

di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah  

E. Manfaat Penelitian  

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut 

suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. 

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dan tugas 

kepala desa.  

2. Manfaat Praktis  

a. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan 

pikiran dalam Analisis UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan 

Pembangunan Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli 

Tengah 

b. Sebagai wawasan keilmuan dibidang kepemimpinan khususnya bagi 

mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska.  

c. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum pada 

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska.  
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku 

panduan penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Penulis membagi 

menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar 

mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini. 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

  Dalam bab ini menjelaskan kajian teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Teori yang dicantumkan oleh 

penulis adalah Teori perencanaan. Teori pembangunan, Teori 

perencanaan pembangunan, pembangunan desa, pemerintah desa 

pembangunan sarana prasarana, dan konsep sarana dan prasarana 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, 

lokasi penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek 

penelitian, teknik pengumpulan  data dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan data-data temuan di lapangan yang 

Berkaitan dengan masalah yangditeliti. Berkaitan dengan tujuan  

penelitian dan sesuai dengan fokus peneliti. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat 

sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian 

serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada 

penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Konsep Desa 

1. Pengertian Desa 

 Istilah “desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa 

Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan 

otonom. Istilah desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri.Jadi desa dapat didefinisikan 

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
9
 

Secara umum, desa adalah gejala  yang  bersifat universal, yang 

terdapat di mana pun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil, yang 

terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara 

menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama yang  

bergantung pada pertanian. Desa di mana pun cenderung memiliki 

karakteristik tertentu yang sama. Desa adalah kesatuan wilayah yang 

dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan 

sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.  

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan tentang  desa 

dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yang 

                                                             

9
Ateng Syafruddin Dan Suprin Na’a, Republik Desa; Pergulatan Hukum Tradisional Dan 

Hukum Modren Dalam Desain Otonomi Desa, (Bandung: PT Alumni, 2010) h.2 
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menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, 

maka  terdapat  beberapa  syarat yang harus dipenuhi  untuk pembentukan 

desa yakni: Pertama, faktor penduduk minimal 2500 jiwa atau 500 kepala 

Keluarga kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan 

pembinaan masyarakat ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan 

perhubungan atau komunikasi antar dusun. keempat, faktor sarana 

prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, 

dan sarana pemerintahan desa.kelima, faktor sosial budaya, adanya 

kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan 

adat istiadat keenam, faktor kehidupan masyarakat yaitu tempat untuk 

keperluan mata pencaharian masyarakat. 

2. Kepala Desa 

Kepala desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemerintah 

desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan 
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kebijakan desa. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10

 

Tugas Kepala Desa Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 

2014 Tentang desa disebut bahwa:  

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:  

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;  

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;  

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; 

d. Menetapkan peraturan desa;  

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;  

f. Membina kehidupan masyarakat desa;  

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;  

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa ;  

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;  

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;  

                                                             

10
 Pasal 1 Angka 7 Permendagri  No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 
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k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;  

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;  

m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;  

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan  

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
11

 

2. Konsep Pemerintahan Desa 

a. Pengertian Pemerintahan Desa  

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola 

kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan 

serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka 

bekerja. Menurut Syafi’i secara etimologi, pemerintahan dapat di artikan 

sebagai berikut:  

1) Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di 

dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki 

wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.  

2) Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan 

yang melakukan kekuasaan memerintah.  

3) Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti 

perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.  

                                                             

11
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Tugas Kepala Desa, Pasal 26 Ayat (2). 
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Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 

23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh 

Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa:  

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi 

penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas: 

1) Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,  

2) Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas: 

a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh 

sekretaris desa,  

b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 

melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, 

keagamaan, dan lain-lain:  

c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah 

kerjanya seperti kepala dusun. 

3. Pembangunan 

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan untuk Pembangunan desa 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan dua pendekatan, 
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yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang di integrasikan dalam 

perencanaan pembangunan Desa.
12

 

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan 

masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan 

kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang 

masuk kedesa di informasikan kepada pemerintah desa dan di rencanakan 

untuk pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi 

dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan 

Desa. 
13

 

4. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut 

sebagai UU Desa) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014 lalu 

lahir melalui proses:  

a. Urgensi Dan Tujuan  

Hampir semua fraksi di DPR dan Pemerintah dalam proses 

pembahasan telah menyinggung kegagalan perundang-undangan lama dan 

perlunya peraturan baru tentang Desa. Peraturan baru ini menjadi koreksi 

terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadi antisipasi 

untuk perubahan di masa mendatang.  

Rancangan UU Desa sebenarnya lahir dari proses rapat kerja 

Komisi II DPR RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementerian Dalam 

                                                             

12
Ruslan Abdul Ghofue Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format 

Keadilan Ekonomi di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h.55 

13
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. h.82 
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Negeri
14

. Rapat kerja telah menyepakati UU No. 32 Tahun 2004 dipecah 

menjadi tiga UndangUndang, yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah, UU 

tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan UU tentang Desa. Untuk 

menindaklanjuti rapat kerja tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan 

Surat Keputusan No. 180.05-458 tanggal 1 September 2006 tentang 

Penyusunan Undang-Undang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, 

termasuk di dalamnya Undang-Undang tentang Desa. Pentingnya UU 

Desa disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seperti tertuang 

dalam Keterangan Pemerintah tertanggal 2 April 2012 berikut ini:  

“Undang-Undang tentang Desa bertujuan hendak mengangkat 

Desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik 

Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan Desa akan menentukan 

format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan 

kemandirian Desa melalui UndangUndang tentang Desa sebenarnya juga 

menempatkan Desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang 

betul-betul berangkat dari bawah (bottom up)”. Dalam proses pembahasan, 

Pemerintah dan DPR punya satu pandangan bahwa aturan mengenai Desa 

dalam UU No. 32 Tahun 2004 sudah tidak memadai. Fraksi Partai Golkar, 

seperti disampaikan Ibnu Munzir, menyampaikan pandangan yang relevan 

mengenai urgensi kelahiran UU Desa tersendiri. Pandangan Partai Golkar 

disampaikan pada 11 Desember 2013, yang pada intinya menyebut tiga 

hal. 

                                                             

14
Arga mulya, “sejarah undang-undang no 6 tahun 2014”, artikel dari  

https://argamulya.desa.id/berita-lahirnya Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Diakses 

pada 09 Maret 2023 
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Pertama, pengaturan tentang Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 

terlalu umum sehingga dalam banyak hal pasal-pasal tentang Desa baru 

bisa dijalankan setelah lahir PP atau Perda yang cenderung membuat 

implementasi kewenangan ke Desa bergantung banyak kepada kecepatan 

Pemda. Kedua, UU No. 32 Tahun 2014 belum secara jelas mengatur tata 

kewenangan antara pemerintah, Pemda dan Desa. Ketiga, Desain 

kelembagaan Pemerintahan Desa belum sempurna sebagai visi dan 

kebijakan untuk kemandirian, demokrasi dan kesejahteraan Desa. 

Senada dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat 

Nasional menyampaikan pandangan tentang pentingnya UU Desa, 

sebagaimana dibacakan H. Totok Daryanto pada 11 Desember 2003, 

berikut : 

“Undang-Undang tentang Desa sangat diperlukan untuk 

memberdayakan masyarakat Desa dalam perspektif komprehensif yang 

bisa membuat Desa mampu mengembangkan diri dengan segala potensi 

yang ada di dalamnya. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang tentang 

Desa harus memberikan legitimasi atau kewenangan bagi Desa untuk 

mengatur dirinya sendiri”.  

Alasan ini tertuang dalam UU Desa, yang pada pokoknya 

menjelaskan bahwa pengaturan selama ini belum cukup melindungi 

kepentingan masyarakat desa. Peraturan tentang Desa menghadapi 

tantangan terbesarnya ketika berhadapan dengan jumlah desa yang sangat 

banyak di Indonesia. Hukum sudah tidak lagi mampu mengimbangi laju 

perkembangan utamanya berkaitan dengan eksistensi desa termasuk 
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masyarakat adat di dalamnya terhadap perkembangan zaman sehingga 

menimbulkan kesenjangan sosial, pada akhirnya akan mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

Pembentuk Undang-Undang Desa merasa perlu untuk 

mencantumkan poin penting yang perlu dijelaskan selain dasar Pemikiran, 

asas pengaturan, dan materi muatan. Tujuan ini sebenarnya berhubungan 

dengan pentingnya pengaturan Desa dengan undang-undang tersendiri. 

Tujuan ini dilandasi Pemikiran pembentuk undang-undang agar UU Desa 

diselaraskan dengan konstitusi, yaitu penjabaran lebih lanjut Pasal 18 ayat 

(7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.  

Ketika menyampaikan “pendapat mini” atas RUU Desa, Fraksi 

PPP secara khusus juga menyinggung tujuan tersebut. Menurut Fraksi PPP 

(partai persatuan pembangunan) ada lima tujuan UU Desa, yaitu: 

1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap otonomi asli 

yang bersumber dari hak asal usul sehingga Desa terdiri atas Desa dan 

Desa adat;  

2) Keinginan membentuk Pemerintahan Desa yang modern, yaitu 

professional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab. 

Namun Desa juga tetap memelihara nilai-nilai lokal sekaligus bisa 

mengikuti perkembangan zaman;  

3) Adanya semangat meningkatkan pelayanan publik agar lebih 

berkualitas untuk menjawab tuntutan karena masyarakat semakin 

cerdas;  
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4) Mengakselarasi pembangunan untuk memajukan dan menyejahterakan 

masyarakat agar Desa tidak ditinggalkan penduduknya; dan  

5) Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan pembangunan di pedesaan.  

Sedangkan dalam Penjelasan Umum UU Desa, tujuan pengaturan 

tentang Desa adalah : 

1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 

dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.  

2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam 

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia.  

3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat 

Desa.  

4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 

pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan bersama.  

5) Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, 

terbuka serta bertanggung jawab.  

6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.  

7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 

mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan 

sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.  

8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 

kesenjangan pembangunan nasional; dan  
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9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.  

b. Gagasan Awal  

Sebenarnya gagasan untuk melahirkan suatu Undang-Undang 

khusus tentang Desa sudah berkali-kali muncul.Data itu setidaknya 

terungkap dari penjelasan Ketua Pansus RUU Desa, Khatibul Umam 

Wiranu, pada Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 28 Juni 2012.Dalam 

rapat itu, Khatibul menjelaskan bahwa pada periode 1999-2004 

Pemerintah pernah mengajukan RUU tentang Desa tetapi ditolak 

DPR.Lalu pada periode 2004-2009 DPR mengajukan RUU Pembangunan 

Desa tetapi ditolak Pemerintah. Usulan ketiga adalah RUU Desa dari 

Pemerintah.  

Khusus untuk RUU Desa yang diusulkan terakhir, salinan 

dokumendokumen yang diperoleh tim anotasi menyebutkan bahwa proses 

pembahasan pentingnya RUU tentang Desa muncul dalam rapat-rapat 

kerja Komisi II DPR dengan pemerintah dalam kurun waktu 2004-2009. 

Langkah yang ingin ditempuh adalah memecah UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi tiga undang-undang. Sebagai tindak 

lanjut kesepakatan itu, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan sebuah 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa (2011).  

Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat 

di pasal 1 angka (8) disebutkan bahwa pembangunan Desa adalah upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa. 
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5. Konsep Sarana dan Prasarana 

a. Pengertian Sarana dan Prasarana  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala 

sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan 

tujuan.
15

 Prasarana atau yang disebut infrastruktur adalah suatu faktor 

potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan 

perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan 

berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai.
16

  

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungi 

sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

yang didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, 

peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan 

untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.
17

 

Apabila fasilitas infrastruktur sudah dibangun lebih dahulu sebelum benar-

benar dibutuhkan, dan perluasan serta penyambungan pelayanan umum 

sudah terjamin sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka pola 

perkembangan masyarakat dapat dikendalikan secara efektif. 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang  

Perumahan dan Pemukiman, prasarana diartikan sebagai kelengkapan 

dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (special space) 

sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, 

                                                             

15
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1997 Tentang Sarana 

16
Jayadinata, J.T. 1992. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & 

Wilayah. Cetakan kedua. Bandung : ITB Bandung. 

17
Kodoatie, Robert J. Manajemen dan Rekayasa Insfrastruktur. (Semarang: Pustaka 

Pelajar, 2003), h.15 
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sedangkan komponen-komponennya adalah jalan, air bersih, pembuangan 

sampah, drainase, sanitasi, listrik dan telepon. Sarana adalah fasilitas 

penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan 

kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. 

Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem 

sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Infrastruktur 

merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, 

drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup 

sosial ekonomi. Sektor infrastruktur mencakup air bersih, jalan/jembatan, 

fasilitas komunikasi serta fasilitas sanitasi dan sampah. 
18

 

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, prasarana dan 

sarana didefinisikan sebagai bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk 

mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu 

ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan 

dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga 

dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya 

dalam mempertahankan kehidupannya.
19

 

b. Tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana  

Kota sebagai suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan 

permanen dengan penduduknya yang heterogen kedudukan sosialnya 

sebagai pemukiman identik dengan kumpulan dari perumahan yang luas 

                                                             

18
Nurmandi, Ahmad. Manajemen Perkotaan. (Yogyakarta: Lingkaran Bangsa, 1999) h.22 

19
Suripin. Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan. (Yogyakarta: Andi. 2004) h15 
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dengan berbagai fasilitas lingkungan didalamnya.
20

 Beragamnya dinamika 

dan kegiatan masyarakat perdesaan, membutuhkan sarana dan prasarana 

penunjang yang memadai agar tercipta suatu lingkungan yang mampu 

memberikan kenyamanan dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakatnya 

dalam menjalani kegiatan hidupnya.
21

 Komarudin menyatakan bahwa 

tujuan pembangunan prasarana pemukiman adalah:  

1) Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan 

martabat masyarakat penghuni pemukiman yang sehat dan teratur.  

2) Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan 

fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang 

bersangkutan.  

3) Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan 

rumah susun, meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan 

prasarana dan fasilitas lingkungan pemukiman yang diperlukan serta  

mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai 

kawasan di daerah perkotaan.
22

 

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana dari pengertian diatas 

pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia 

dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara 

optimal sesuai dengan fungsinya.  

                                                             

20
Daldjoeni, N. 1997. Seluk Beluk Masyarakat Kota, Puspagram Sosiologi Kota dan  

Ekologi sosial, Cetakan Kelima. Bandung: Penerbit Alumni. 

21
Rukmana DW Nana, Florian Steinberg, Ir Robert Vander Hoff. Manajemen 

Pembangunan Prasarana Perkotaan. (Jakarta: LP3ES PT 1993 Pustaka) h.22 

22
 Komarudin. Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman. (Jakarta: Yayasan 

Realestat Indonesia PT Rakasindo, 1997) h.15 
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c. Komponen Sarana dan Prasarana 

 Budiharjo menyatakan bahwa yang sering terabaikan padahal 

sangat penting artinya bagi kelayakan hidup manusia penghuni lingkungan 

desa adalah sarana dan prasarana yang meliputi:  

1. Pelayanan Sosial (social services), seperti sekolah, klinik, puskesmas, 

rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.  

2. Fasilitas Sosial (social facilities), seperti tempat peribadatan, 

persemayaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat 

bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kakilima dan 

sebagainya.  

3. Prasarana Lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan 

listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.
23

 

 Prasarana dasar sendiri Dirjen Cipta karya meliputi jaringan jalan, 

jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat 

pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan serta jaringan saluran air 

hujan untuk drainase dan pencegahan banjir. Senada dengan hal tersebut, 

bahwa insfrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan 

trasportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan, gedung dan fasilitas 

publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. 

 Sejalan dengan tersebut diatas menurut Organisation for 

Economic Coorporation dan Development  menyatakan bahwa prasarana 

                                                             

23
Budiharjo, Eko. Kota Berwawasan Lingkungan. (Bandung: Penerbit Alumni, 1993) 

h.11 
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kota meliputi penyediaan air dan fasilitas limbah, drainase air permukaan, 

jalan raya, fasilitas transportasi, jaringan distribusi energi, fasilitas 

telekomunikasi dan jaringan pelayanan lainnya. Dari komponen prasarana 

tersebut, prasarana yang benar-benar dikelola oleh masyarakat pada 

dasarnya hanya ada 3 (tiga) komponen, yaitu:  

1) Prasarana jalan, yaitu jalan lokar sekunder tipe I dan tipe II. Jalan lokal 

sekunder tipe I merupakan jalan setapak di dalam pemukiman yang 

berfungsi untuk pejalan kaki dengan lebar 1,5 meter sedangkan jalan 

lokal tipe II dengan lebar 3.5 meter berfungsi sebagai jalan kendaraan 

roda empat dan berada dilingkungan pemukiman. Kedua jenis jalan 

tersebut pembangunan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab 

masyarakat dan pemerintah.  

2) Prasarana drainase, yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan yang 

memiliki hubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari dan 

masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan 

memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan 

genangan air yang berpengaruh langsung pada aktifitas masyarakat dan 

kondisi lingkungan.  

3) Prasarana pembuangan sampah, yaitu mulai dari pembuangan sampah 

pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat 

pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka komponen sarana dan 

prasarana pemukiman pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 

(tiga) macam kelompok, yaitu:  
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a. Komponen yang memberikan input kepada penduduk, termasuk dalam 

kategori ini adalah komponen prasarana air bersih dan listrik.  

b. Komponen yang mengambil output dari penduduk, termasuk dalam 

kelompok ini adalah prasarana drainase, pembuangan air kotor/ 

sanitasi dan pembuangan sampah.  

c. Komponen yang dapat dipakai untuk memberi input maupun 

mengambil output, yaitu meliputi prasarana jalan dan telepon. 

 Dengan adanya tiga komponen tersebut menyimpulkan bahwa, sarana 

dan prasarana bagi warga sangatlah penting, agar kualitas dari sarana dan 

prasarana yang dibangun pemerintah desa tetap terjaga kualitasnya, maka 

diperlukan evaluasi sebagai alat untuk menjaga kualitas tersebut. 

6. Siyasah Dusturiyyah  

a. Pengertian Siyasah Dusturiyyah  

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqih siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini 

dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara 

dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara),legislasi 

(bagaimana cara perumusan undang-undang), kelembagaan demokrasi dan 

syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. 

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.  

Fiqih siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks  meliputi hal-hal sebagai berikut:  
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1. Konstitusi  

Konstitusi di dalam fiqih siyasah disebut juga dengan dusturi. 

Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang 

yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. 

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-

sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber 

material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun 

sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan 

dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam 

sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara 

pemerintah dan rakyat yang diperintah.  

2. Legislasi 

Dalam kajian fiqih siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif 

disebut juga dengan al-sulthah al-tasyi’iyah, yaitu kekuasaan 

pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-

unsur legislasi dalam islam meliputi:  

a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan 

hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam  

b) Masyarakat islam yang akan melaksanakannya  

c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang akan sesuai dengan nilai-

nilai dasar syariat.  

Jadi dengan kata lain dalam legislatif pemerintahan melakukan 

tugas siyasah syariyah untuk membentuk suatu hukum yang 
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diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat 

islam.  

3. Umamah  

Kata umamah (di Indonesia menjadi umat) adalah sebuah 

konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita. Istilah umat 

mengandung beberapa macam pengertian,yaitu:  

a) Bangsa,rakyat kaum yang hidup bersatu atas dasar iman  

b) Penganut suatu agama atau pengikut nabi  

c) Khalayak ramai dan 

d) Umum, seluruh umat manusia  

Sedangkan dalam terminologi islam istilah umamah adalah 

sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanan nya dalam bahasa-

bahasa barat. Umamah bersifat universal, meliputi kaum muslimin 

yaitu islam. Umamah dibutuhkan dalam rangka mengaktualisasikan 

kehendak-kehendak Allah dalam ruang lingkup dan waktu agar 

tercapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. 

4. Syura dan Demokrasi 

 Kata “syura” berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologi 

berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.Sejarah dengan 

pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa indonesia menjadi 

“musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yag dapat diambil 

atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk 

memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil 
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berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi 

kepentingan kehidupan manusia. 

Demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam 

pengambilan keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk 

kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Demokrasi maupun syura sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah 

dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. 

Syura dan Demokrasi juga menekankan keputusan diambil secara 

musyawarah sehingga dapat menghapuskan kekeliruan. 

Permasalahan fiqih siyasah dusturiyyah umumnya tidak dapat 

terlepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulli baik ayat-ayat Al-

Qur’an maupun hadist. Karena dalil-dalil tersebut dapat menjadi unsur 

perubahan pada masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah 

karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad 

para ulama meskipun tidak sepenuhnya. Apabila dilihat dari fiqih siyasah 

dusturiyyah ini dapat dibagi kepada:  

1. Bidang siyasah tas’iriyyah termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali 

wa aqdi, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non 

muslim didalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-

undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan lainnya.  

2. Bidang siyasah tanfizdiyyah termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai’ah, dan wizarah.  

3. Bidang siyasah qadhaiyyah, termasuk di dalamnya persoalan peradilan. 
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4. Bidang siyasah idariyyah termasuk di dalamnya masalah-masalah 

administrasif negara dan kepegawaian 

Menurut Abul A’la al-Maududi menafsirkan dusturi dengan “suatu 

dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan 

pengaturan suatu negara”.
24

 Sumber fiqih dusturi yang pertama adalah Al-

Qur’an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip 

kehidupan kemasyarakatan.Sumber kedua adalah hadist terutama hadist 

yang berhubungan dengan imamah,dan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri arab. Sumber 

ketiga adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan khulafaurrasyidin di dalam 

mengendalikan pemerintahan. 

Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya 

pemerintahan nya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada 

kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya untuk 

kemaslahatan rakyatnya. Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, 

di dalam masalah fiqih siyasah dusturi, hasil ijtihad para ulama ini pun 

sangat membantu di dalam memahami semangat fiqih dusturi dan prinsip-

prinsipnya.  

Di dalam mencapai mencapai kemaslahatan umat misalnya 

haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Al-maqasidid alsittah 

(enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu:  

                                                             

24
Rizka Dwi Kurnia, “Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan), Menurut Al-Maududi” 

Jurnal Polotica: Vol. 6., No. 1., (2019), h.82 
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1) Hifzh al-din (Memelihara agama)  

2) Hifzh-nafs (Memelihara jiwa)  

3) Hifzh aql (Memelihara akal)  

4) Hifzh-mal (Memelihara harta)  

5) Hifzh-nasl (Memelihara keturunan )  

6) Hifzh-umamah (Memelihara umat).  

Sumber dari fiqih dusturi adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur’an dan Hadist. Ada 

kemungkinan adat kebiasaan seperti ini tidak tertulis yang sering di 

istilahkan dengan konvesi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu 

di angkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-

persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus 

diperhatikan, karena aqidah bukan tanpa syarat.  

Islam adalah agama yang sempurna, di antara kesempurnaan itu 

adalah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang 

berhubungan dengan Allah swt (hablumminnaallah) maupun hubungan 

dengan manusia (hablumminannas). Termasuk didalamnya kepemimpinan 

pemerintah. Karena pemimpin merupakan suatu amanah maka untuk 

meraihnya harus dengan yang benar, jujur, dan baik tugas yang 

diamanatkan harus dilaksanakan dengan baik dan bijaksana.
25

  

 

                                                             

25
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B. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran peneliti belum menjumpai tulisan skripsi 

yang membahas secara mendalam, namun peneliti menemukan beberapa 

tulisan yang hampir serupa dengan penelitian ini yaitu:  

Pertama skripsi berjudul: “kinerja kepala desa dalam Undang-undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang desa persfektif fiqih siyasah” oleh Risti Yuli 

Prawesti 13 tahun 2018. Peneliti ini menjelaskan bagaimana kinerja Kepala 

Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Tentang 

menjalankan kinerja kepala desa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 

6 tahun 2014 tentang desa. Pada bagian ini dibahas mengenai kinerja kepala 

desa dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Sidoharjo 

Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.  

Untuk mempermudah serta mengarahkan penelitian ini, maka fokus 

penelitian mengenai kinerja kepala desa dalam melaksanakan program 

pembangunan di desa tersebut. Dilihat dari kuantitas kinerja kepala desa 

dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Sidoharjo jumlah kerja 

pembangunan dari kepala desa ada 3 program yang direncanakan sudah ada 2 

program yang sudah selesai yaitu: jalan, sumur bor. Dan masih ada program 

pembangunan yang belum selesai. 

Kedua skripsi berjudul: tinjauan fiqih siyasah tentang fungsi kepala 

desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh “Nabilla Puspita” 

tahun 2018. Peneliti ini menjelaskan bahwah Kepala Desa Haduyang 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum menerapkan asas 

keterbukaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan pejabat 
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dianggap atau dipandang sebagai amanah, perkara berat yang kelak diminta 

pertanggung jawaban dihadapan Allah Swt. Dan akan menganalisis tentang 

fungsi kepala desa dan BPD dalam pelaksaan pembangunan desa di Desa 

Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Jadi pada 

kesimpulan hasil penelitian pada desa Haduyang kepala desa tidak mampu 

dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan 

kepala desa kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang telah diambil 

sebelumnya.  

Ketiga skripsi berjudul: analisis pelaksanaan pembangunan desa di 

Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Oleh “Wirda 

Afni” tahun 2013. Peneliti ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan 

di Desa Teluk Lecah bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut tidak berjalan 

sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi keseluruhan 

jawaban responden yang menjawab bahwa pelaksanaan pembangunan didesa 

tersebut tidak baik sebanyak 32,5% dari keseluruhan indikator yang dijawab 

oleh responden.  

Dari hasil penelitian tersebut bahwa analisis pelaksanaan 

pembangunan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten 15 

Bengkalis hasilnya tidak baik, karena hal tersebut disebabkan kurang adanya 

kerja sama antara pemerintahan desa dengan aparat desa dan masyarakat desa 

dalam upaya pembangunan desa.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek yang alamiah Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

merupakan suatu penelitian yang menggunakan penggambaran atas suatu 

fenomena yang dapat dijadikan perhatian dalam menguraikan secara 

sistematis, faktual, akurat, dan jelas.
26

 

 Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif dalam penulisan 

skripsi, adalah sebagai berikut: Jika dilihat dari judul penelitian ini tentang 

peranan kepala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana menurut  uu no 

6 tahun 2014 pasal 26 dalam  perspektif fiqih siyasah, maka hal ini secara 

otomatis membahas masalah program pembangunan sarana dan prasarana 

fisik yang sesuai untuk Desa Ujung Batu. Untuk menjawab semua mengenai 

hal ini kiranya dapat dilakukan melalui penelitian kualitatif, dengan 

melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan 

sehingga dapat menghasilkan data-data yang valid.  

                                                             

26
Mukti Fajar dan Yulianti Ahcmad, Dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif, 

(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.281 
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B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat penelitian 

dalam penelitian, dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang 

diperlukan untuk suatu penelitian.
27

 Dengan terlebih dahulu menentukan fokus 

penelitian, penelitian yang dilakukan akan lebih terarah dan mendalam.  

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terhadap obyek yang diteliti. Sedangkan, situs penelitian merupakan letak 

dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data 

yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan sesuai dengan fokus yang 

diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa 

Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan yang 

menjadi situs penelitian adalah Pemerintah Desa Ujung Batu Kecamatan 

Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. 

 

D. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi (proses penalaran) yang 

terdiri dari objek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi disini maksudnya bukan hanya orang atau 

makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam lainnya. Populasi juga 

bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subyek yang 

                                                             

27
Etta Mamang Sangaji, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian. 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010) h.21 
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dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik dan sifat-sifat yang 

dimiliki oleh subjek maupun objek tersebut. Bahkan satu orang pun bisa 

digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memliki berbagai 

karakteristik, misalnya seperti gaya berbicara, disiplin, dan pribadinya 

sendiri.
28

 

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau 

anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.Dalam 

skripsi ini populasinya berjumlah 18 orang terdiri dari Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Staf-Staf Desa, masyarakat desa Ujung Batu, tokoh 

agama, dan tokoh masyarakat di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus 

Kabupaten Tapanuli Tengah 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi atau juga bisa di sebut sebagai bagian kecil dari anggota 

populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili 

populasinya.
29

 Adapun sampel yang digunakan terdiri dari 7 orang, kepala 

Desa, sekretaris Desa, staf Desa dan warga masyarakat di Desa Ujung 

Batu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. 

 

E. Sumber Data  

Dalam proses penyusunan skripsi ini agar dapat mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka diperlukan adanya data-data dari berbagai sumber yang 

                                                             

28
Sandu Siyoto dan Muhammad ali sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 

Literasi Media Publishing. 2015) h.63 

29
Bambang Dwiloka dan rati Riana, Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, 

Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan (jakarta: Rineka Cipta, 2012) h.32 
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dapat mambantu dalam proses penyusunan sehingga dapat memperkuat suatu 

analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, 

yaitu:  

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya yang mengetahui dan berkompeten melalui 

wawancara, observasi (pengamatan langsung), dan penyebaran kuisioner.
30

  

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti, tapi data yang dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan kepada orang lain, walaupun data yang telah dikumpulkan itu 

merupakan data asli.
31

 Dengan demikian data sekunder dapat diperoleh 

melalui literatur, peraturan perundang-undangan, peraturan adat, usulan 

penelitian, media massa, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang tersedia 

serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
32

 

 

F. Teknik Pengumpulan  

Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan sumber informasi-informasi 

dan data-data dengan cara terjun langsung ke obyek yang dijadikan sebagai 

sasaran dalam penelitian. Melalui penelitian lapangan tersebut diharapkan 

                                                             

30
Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002) h.82 

31
Ibid., h. 58 

32
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Kuliah), (Surakata: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015) h.10 
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peneliti dapat dapat mendapatkan data-data serta informasi yang mendukung 

dalam proses pelaksanaan penelitian secara akurat, valid, dan benar-benar 

dibutuhkan dalam masalah penelitian. Proses pengumpulan data-data 

penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu seperti berikut:  

1. Wawancara (Interview) 

 Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subyek penelitian. Teknik 

ini digunakan apabila data yang digunakan peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan kepada Kepala Desa Ujung Batu, Kepala Seksi 

Pembangunan LPMD Desa Ujung Batu, Kepala Dusun dan warga Ujung 

Batu.  

2. Observasi 

 Selain wawancara, observasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Observasi ini dilakukan dengan 

melakukan serangkaian pengamatan dengan menggunakan alat indera 

penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap obyek yang diteliti. 

Observasi dilakukan di seluruh wilayah pembangunan sarana dan 

prasarana fisik dalam lingkup Desa Ujung Batu.  
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang dimana data yang 

diperoleh berasal dari dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen-

dokumen tersebut berupa buku, jurnal, makalah, buletin-buletin, peraturan-

peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya. 

4. Analisis Data  

Analisis data yang di peroleh dengan cara analisis kualitatif. 

Analisis data kualitatif ini bersifat induktif yang merupakan suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian dicari data lagi secara 

berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis 

tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul sehingga 

dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi dan berkembang 

menjadi teori. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian 

tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana 

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dalam Persfektif Siyasah 

Dusturiyyah (Studi Di Desa Ujung Batu Kecamatan Barus Kabupaten 

Tapanuli Tengah). Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya:  

1. pelaksanaan pembangunan di desa belum terlaksana dengan semestinya 

yang terdapat di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa. Yang dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa 

pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa karena di desa itu belum 

terlaksana pembangunan seperti pembangunan jalan yang rusak, kemudian 

ada beberapa pembangunan yang terlaksana tetapi belum di lanjutkan 

seperti pembuatan irigasi di setiap dusun. Jadi tugas kepala desa di desa 

Ujung Batu belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 

2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2).  

2. Faktor pendukung dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa 

Ujung Batu yaitu diantaranya terdapatnya dukungan pemerintah melalui 

upayanya dalam perumusan program-program pembangunan untuk 

mengatas permasalahan terkait sarana dan prasarana yang ada di 

masyarakat. Pemerintah Desa Ujung Batu mimiliki peran penting dalam 

perumusan maupun pelaksanaan program-program pembangunan sarana 

dan prasarana Desa Ujung Batu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor pendukung dalam program 

pembangunan sarana dan prasaran di Desa Ujung Batu. Sedangkan Faktor 

penghambat pembangunan sarana dan prasarana di Desa Ujung Batu yaitu 

diantaranya beberapa kendala dalam anggaran, hal ini dikarenakan 

beberapa dari dana harus digunakan untuk pembangunan sehingga harus 

ada beberapa program pembangunan sarana dan prasarana yang harus 

dikurangi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran saat 

ini masih menjadi penghambat dalam program pembangunan sarana dan 

prasarana desa. 

3. Dalam perspektif Fiqih siyasah dusturiyah dalam menjalankan tugas 

kepala desa di Desa Ujung Batu belum berjalan sesuai dengan fiqih 

siyasah dusturiyah karena masih banyaknya keluhan dari masyarakat 

tentang peranan Kepala Desa yang kurang amanah dalam menjalankan 

tugas kepala desa sebagai pemimpin desa dalam melaksanakan program 

pemerintah Desa Ujung Batu. Hal tersebut dapat dilihat juga masih 

banyaknya pembangunan yang belum terlaksana dan terhambat atau belum 

terealisasikan dengan sebagiamana mestinya. Dan didalam kajian Fiqih 

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya 

di dalam suatu kelembagaan masyarakat untuk menciptakan pemimpin 

yang adil dan amanah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

menyarankan sebagai berikut: 
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1. Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disahkan 

pada tanggal 15 januari 2014 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. Di jelaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas dan 

wewenang di dalam desa nya yang harus dijalankan sesuai dengan 

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Masalah pembangunan 

disebutkan di dalam pasal 1 angka (8), di dalam pasal tersebut telah di 

jelaskan bagaimana pembangunan untuk desa demi kesejahteraan 

masyarakat desa.  

2. Diharapkan kepada pemerintah Desa Ujung Batu agar tetap berperan 

dalam meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan karena 

kurangnya partisipasi masyarakat, maka pembangunan di desa Ujung Batu 

pun tidak dijalankan atau terhambat pembangunan nya, khususnya 

meningkatkan pembangunan infrastruktur yang semakin baik sampai akhir 

periode masa jabatannya. Dan tidak membedakan masyarakat yang lain 

agar terciptanya pemimpin yang adil dan bijaksana khusunya di dalam 

pembangunan Desa Ujung Batu.  

3. Kepada masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran 

dan menegur kepala desa dalam melaksanakan amanah yang di berikan 

nya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 

2014 tentang Desa yang terdapat di pasal 26 ayat (2). Dan harus 

menjalankan kepemimpinan nya sesuai dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah 

antara pemimpin rakyatnya saling berhubungan di dalam suatu 

kelembagaan masyarakat dan menjalankan tugas dan amanah sesuai 

dengan penuh tanggung jawab 
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